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PEヽ4EICTNTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN
Jl.Nyaman Kcl.Tengah Kec,matan Cibinong Tclp.(o21)8753191_8765405

Cibinong 16914

KEPUTusAN

KttPALA ttN鍮
∫ TP騨 量 脱 瀞

TEN BocoR

TENTANG

〔」:N PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERttAMA(SMP)CENDEKIA
ATAS NAttA YAYASAN AL‐ AQIDAH

JALAN ABDUL FAttAH KM 9 DESA CiNANGNENG RT 02ノ 01 KECAMATAN TEN」 OLAYA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDiDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang a bahwa.dalam upaya meningkatkan perayanan dan pemerataanpencidikan dasar, kepada .masyarakit, serta rnewujudkanpelaksanaan wajib berajar pendidikan dasar, perru mernberi(an ijinpendirian sekorah fl/renengah pertama (sMp) cendekia ya;g
berlokasi di Jalan Abdur Falah KM g Desa cinrngn";g Rt.02l 01Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, pe.flu menetafkan Keputisan iepata Dinas
Pendidikan tentang ljin pendirian sekola'h lvl"n"ng.li pertama
cendekia atas nam_a yayasan Ar - Aqidah yang netor<asi di JaranAbdul Fatah KM g Desa cinangneng Rt.oil ot Kecamatan
Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nonror 14 Tahun 1g50 tentang pemerintahan
Daerah 1(abupaten 

.daram Lingkungan Jawa ga[t 1 Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun tgSO Nomor g ); 

\

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara nepuotix ' Indonesiarahun 2003 Nomor zB, Tambahan L6mbaran'rrr"gr* R;pil;i'
lndonesia Nomor 33g0 ); -g-"
undang-Undang Nomor 32 tahun 2oo4 tentang pernerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Repubrik rndonesL rahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 4437 )',
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Peraturan Pemerintah Nomor 2g tahun 1gg0 tentang pendidikan
Menengah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gg0
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Rer,'blik lndonesia
Nomor 3413 ), sebagaimana telah oiuoan dengan peraturan
Pemerintah Nomor 50 tahun 19gg ( Lembaran rv6gara Republik
lndonesia Tahun 1gg8 Nomor g1, Tambahan LemSaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3764).,
Peraturan Pemerintah Nomor 2s tahun 2000 tentang
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagal
Daerah otonom ( Lembaran Negara Repuotik lndonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3953 );6. Peraturan Pemerintah Nomor ig tahun 2005 tentang standar
l'Jasional Pendidikan ( Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Tahun 2005 Nomor Nomor 4-'t )7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: aaolunao2
Tanggal 26 April 2002 ientang pedoman pendirian sekolah;B. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Ncmor : 0g rahun zoc4
tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bogor (
Lenrbaran Daerah Kabupaten Bogor Tahi,, t zoo4 Nomor : 15g );9. Peraturan Daerah Kabupaten Bcgor Nomor: 16 Tahun 

'2004,

tentang Pernbentukan, organisasi dan Tata Kerja ttinas pendidikan
Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor :

i68 Tahun 2A04),
-10. Kepuiusan tsupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang pedoman

lzin Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor riomor '. 061l1gB/Kpts/HUKJzoos tanggat30 Mei 200s ientang penderegasran Kewenarigin

Penandaianganan Administrasi pelayanan umum Kepaca t<epiata
Dinas Pendioikan.

1. lntruksr Pi"esiden lJornor 4 iahun 1994 tentang pelaksanaan walib
tselajar Pendidikan Dasar;

2. surat Rekcmendasi ciari camat renjolaya Nomor . 420.1 34 -Kesos, tanggal 24 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

Memberikan ljin Pendirian Sekolah Menengah pertama (SMp) cendekia
yang berlokasi di Jalan Abdut Fatah KIU g Desa cinanqneng Rt.02l 01
Kecamatan Tentolaya Kabupaten Bogor;

Pemberiarr ijin sebaga!mana dimaksud daiarn diktum KESATU, beilaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-uncangan
yang berlal<r-r dan wajib melakukan daftar' ulang (her registiasi) setrap
awai tahun pelaja;an kepaoa Dinas pendidikan.

Memperhatikan :

Ⅳlenetapkan i

KttSATU

KEDUA

KETIGA …
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Dalam ha! pelaksanaan kegiatan pendidikan ternlTata timbu! keruoian
terhadap pihak lain, atau peserra diclik yang mengit ibatxan terhentinya
kegiatan pendidikan, maka segala resik6 yand timbul sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan-keputusan ini dapat di
bataikan

segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam
keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baiksengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal
denii hukum

Tidak dibenarkan mengarihkan izin pendirian sekolah ke pihak Iain
{engan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor.

waj:c melengkapi semua perizinan dan persyaratan iainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangin yang berraku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITEttAPKAN DI Cibinong
TANGGAL i プ_

S PENDIDIKAN
BOGOR

010069482

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3 Yth Kepala Dinas Penclidikan propinsi Jawa Barat;

1 Itl Bupati Bogor merarui sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tenjolaya.
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